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BUPAT J. BANYUMAS 

PERATlJRAN DAERAH KAB1.JPATEN BANYlJMAS 
NOMOR 13 TAHUN 2001 

PENGE1'U)AL1'\.,.1'J D.1\N PENG.".. W,i\.S.1\N 
Mil-r-wv1Al'1 KERAS 

BUP ATI BANYUMAS 

a. . bahwa pen.yalah.gun.aan mi..t\ui·oan keras pad.a hakekatnya tidak sesuai 
dengan nonna agarna dan susila, berbahaya bagi kesehatan jasmani dan 
roha..ru, merusak rnasa depan bangsa dan dapat mengganggu ketertiban clan 
kearnanan masyarakat serta dapat iY1e-r~adi sebab terjadinya tindak 
krirninaiitas, sehingga periu adanya pengenclalian dan pengawasan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada hurnf a, 
perlu c:htetapka.1 Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasa.1 
Minurnan Kerns di Kabupaten Banyumas; 

1 .. Undang-undang Nomor 13 Tahu.,-; 1950 tcntang Pcmbcntuk:an Dacrah
daerah Kabupaten Daiarn Lingkungan Propinsi Jawa T engah (Lembaran 
Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-undangNomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuzn Pokok Kepolisian 
(Lernbaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

· No'rnor 2289); 
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentmg Hukw:n .ti..cara Pir1°na 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3209); 

4 . Unchmg-u.nrlo11g Nomor 5 Tahu.11 1984 tentang Peri11dustria.11. (Lembaran 
Nt:gd.rn Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lt:rnbaran Nornr..ir 3274); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambah.an Lembaran N011.:1.or 3495)~ 

G. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten.tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, lambahan Lembaran Nomor 
3839); 

, 7. Pernturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha Industri 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nornor 25, Tambahan Lernbaran Nornor 
3595): 

8. Peraturan Pemerintail, Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaa.i dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

9. Keputmmn Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengawasan clan 
Pengend.aliai~ } ... 1irn.L.911an Beralkohol 

. 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 
Rn.ncangc.n Peratttran PemeriI1t~1l <lar1 Rancang~11. Keputl .. isa...-1 PemeriJ1tuJ1; 

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Penunjukan, Pengangkatan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah 
Kabupaten Daerah Ti..'1.gkat II Ba.11.}n-1mas. 
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Dcngan pcrsetujuan 

DEWAN PERWAKILJ\N RAKYAT DAERAH 
KABUPA TEN BANYUMAS 

MEMUTUSKAN 

Mcnctapkan PERA TU RAN DAER.AH KABUPATEN BANYUMAS TENT ANG 
PENG EN DALIAN DAN PEN GA WAS AN MINUMAN KER.AS. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dahun Perat11Ian Daerah ini yang dimaksud dcngan : 
a. .Daerah adalah Kabupaten Banyumas; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupatcn Banyumas; 
c. Bupnti ndalah Bupati Banyumas; 
d. Minumnn Keras adaln11 segala jenis minuman yang mcmnbukan; 
c. Memproduksi adalnh memproscs a.tau mcngolah bahan-balrnn tertcntu mcnjadi jenis 

minutnnn kerns; 
f. Mengoplos ndalah kegintan mencampur clan atau meramu bahan-bahan tertentu seh.ingga 

mcnjndi jcnis minuman yang memabukan; 
g. Mnbuk ndnlab lcendaan scscornng karcnn pcngaruh minuman kcrns schingga tingkat 

kcsadarn.nnya berkurang ntau tcrganggu; 
h. Mcngcclarkan ndn1ah mcnyalurkan ntau mcnclistribusikan minuman keras; 
1, Mcnjual ndnlnh usnhn mcmpcrdagnngknn jcnis 111i1111111an kcrns; · 
j. Menimburl adalal1 menyimpan Minuman Kerns dalarnjumlah yang tcrgolong banyak; 

r l:. Temp'at urn um adala.h tempat yang diperuntukkan untuk umum atair tempai yang biasa 
didatangi masyarakat; · 

L Pcmeriksaan adatnh Kegintan untuk mcndapatknn kctcrangnn, kcjclasnn, dan kcidentikan· 
tersnngka dan atau snksi dnn ataubnrnng bukti maupun tentnng unsur-unsur tindak pidana 
yang telah terjadi, sehingga kedudukanatau peranan seseorang maupun barang bukti 
diclalarn tindnk pidana tersebut menjadi jclas; 

111. Badan Hukum ndalah suatu bcntt1k badan usaha yang meliputi Pcrseroa.n Tc'rbatas, 
Perserori.n Komaii'diter, Pcrseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan 
nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firrua, . Kongsi, Kopera,;i, Yayasan atau 
◊rganisasi yang sejcnis, Lcmbaga, Dana Pcnsiun, bcntuk usalia tetap serta bentuk Sadan 
Usaha lainnya; 

-n. Hotel, Restoran dan Diskotik adalah sebagaimana dimaksu<l dalam Peraturan Daerah 
Nomor 7 Talmn 1998 tcntang Pajak Hotel dnn Restoran; 

o. l3nr, Pub, Kiah Mnlnm ndalah scbngnimann climaksud dalarn pcraluran pcnmclangan 
dibidang kepariwisataan; 

13/\13 II 
PENGGOLONGJ\.N 

Pn sn l 2 
1-dimunan kerns digolongkan dalam : 
11. Minuman keras beralkohol, yang terdiri atas : 

t. Minumnn bernlkohol golongan A ynitu : minuman dcngan kadar ctanol (C2H50l-l) I 
%s.d. 5% 

2. Minumnn beralkohol golongan B yaitu : minuman dcngan kndar ctanol (C2H50H) 
di ntas 5 % s.d. 20 % 

3. Minumnn bcralkohol golongan C yait11 : minuman dcngan kaclar cta110l (C2H50H) 
di alas 20% s.d. 55 % 

b. Minwrtan keras yang tidak mengandw1g alkohol 
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BAB III 
. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 
Produksi 

Pasal 3 
(I) Dilarang memproduksi, mengoplos atau membuat minuman keras 
(2) · Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang atau badan 

yang tclah memiliki ijin sesuai dcngan ketentuan Perundang-u11dru1gan yang bcrlaku.· 

Bagian Kedua 
Peredaran dan Penjualan 

Pasal 4 
( I) Dilnrnng mcngcdarkan, mcnjunl, mcnimbun, membawa, mcnyediakan clan menyajikan 

minu.man k~ras. 
(2) Larangan sebagaimana climaksud ayat (1) dikecuali.kan bagi : 

a. Usnhn pcrJngangan minuman kcras yang bcralkohol yang mcngandung rcmpah
rempal1, jamu dan scjen.isnya y1111g khusus untuk tujunn kcschatan dan atau 
pengobatan. 

b. Bagi Hotel berbintang 3, 4 dan 5; restoran dcngan tanda talam kencana dan talam 
selaka; bar; pub; klab malam d:m diskotik, scpanjang dijual sctara langsung dan 
diminum clitempat serta harus mcndapatkan ijin Bupali. 

(:l) Khusus bagi usaha perdagangan minuman kcras sclrngaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf n harus mcmcnuhi kctcntuan sebagai berikut : 
a. Minuman keras yang knndu.ngan alkoholnya setinggi-tingginya 10%. 
b. Bagi usaha perdngnngnn wnjib memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP) clan atau 

Ijin Usaha PerdngRngan Minuman Bernlkohol (IUPMB) 
c. Bagi usahn untuk penyembuhan suatu penyakit, ha.ru;- ; 'dilcngkapi Surat 

Rckomendasi dari DK.KS Kabupaten Banyumas. 

Pasal 5 
(I) Usaha perdagangan min um an kcras beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 4 nyal (2) 

huruf a harus ditempat tertentu yang clitetapkan oleh Bupati setelah mendapat 
persetujuan OPRD. 

(7. ) Tempat terten_tu sebagaimana cumaksud ayat ( I) dilara.ng berdckatan dengan tern pat 
peribadatan; sekolah, rum ah sakit dan pemukinrnn. 

Bagian Ketiga 
Pengguna 

Pasal 6 
( I). Dilarang mcminum mi1111ma11 kcras dan nla11 mal>11k di tern pal 11m11111 
(2). Diperbolehkan mcnyediaka.n, menynjikan dan mcnggunak,ui mmurnan kcras u11tuk 

kepentingan upacara kcagamaan dcngan ijin Bupati . 

Dagian Kccrnpat 
Pengnwasru1 

Pasal 7 
Pclaksannan dan pcngawasan tcrhadnp Pcrnh1ran Dacrah ini dapat <lilakuknn olch Tirn ya111.; 
ditclapknn olch D11pati. 
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BAB IV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 8 
(1). Barang siapa terbukti bersalnJ1 melanggar pasal 3 ayat (1), diancam dipidana kurw1gan · 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dcnda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 
(limajuta rupiah) 

(2). Barang siapa terbukti bersalah melanggar pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (l), diancam 
dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 

· Rp 5.000.000 (!imajuta rupiah) 
('.l). Tindak pidn.na sebgaimana dima.ksud pada ::iyat (1) dan (2) adala.h tindak pidana 

pclanggarnn. 

Pasal 9 
f!Jgi tindnk pidana sebagnimana dimn.ksud dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan 
picbna tambahan · yaitu usahanya dapat dituti1p dan atau barang buktinya disita unh1k 
dimusnahkan. 

BAB V 
PENYJDIKAN 

Pasal 10 
( [) Selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Rcpublik Indonesia (POLRI), penyi dikan 

atas ·pelanggaran peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pcgawai Negeri 
Sipil (PPNS) dilingkungan Pcmerintn.h Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 

a. menerima, niencari, mcngumpulkan, clan rncncliti kctcrangan atau laporan berkcna,m 
dcngri.n tindak pidana mengcnai minuman kcras. 

b. Meneliti, mencari; dan mengumpulkan kcterangan mcngenai -- pribad_i a tau . badan 
tentang kebcnaran perbuatan yang dilakuknn sehubungan dcnga11 tindak piclana 
mengenai minwnan keras. 

c. Meminta keteraf1gan dan bahan t:ukti dari orang pribadi atau badan sehubtmga.H 
dengan tindak pidana mcngcnai rninuman kcras. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumcn lain bcrkcnaan 
dcngan tindak pidana mengenai minuman keras. 

c. Mclnkuknn pcnggclcdahan untuk mcndapntknn bahan bukti pcmbukuan, pencatatan, 
dan dokumen lain, serta melaku.lmn penyitaan terhadap bahan bukti terse but. 

f.. Meuunta bn.ntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan t11gas penyidikan ti..ndak 
pidanan mengenai minuman keras. 

g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan mangan atau tempat pada saat 
pemeri.ksaan sedang berlangst111g dan memeriksa idcntitas orang dan atau dokumcn 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h. ·Memotret seseorang bcrkaitan dengan tinda.l< pidana mengenai minuman kerns. . 
1. Mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlperiksa sebgaitersangka atau 

saksi · 
j. Menghentikan penyidikan 
k. Melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kclancaran pcnyidikan tindak pidana 

mengcnai minuman kcras mcnurut hukum yang dapat dipcrtanggungjawnbkar1. 

(J). Penyidik scbgaimana dimaksud pada ayat (l), memberitabukan climulainya periyidikan 
dan mcnyan1paikan hasilnya kepctda penuntut umum, sesuai ketentuan yru1g diatur 
dnlnm Undnng-Unclang Nomor 8 Tah1111 1981 tcntang Huk11rn Acara Piclann. 
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BABY 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 
' ( i) Dengan berlakunya Peratunm Daerah ini maka kegiata.n usaJ1a pcrdag,rngan dan 

· peredaran minuman keras yang tel ah mendapatkru1 · ijin, cliwajibkan menyesuaik an 
dcngart peraturan ini selambat-lambatnya 6 bulan . 

Pasal 12 
( l) · Hal-hat yang belum dintur dnln111 Pcrnl11rnn Daernh ini nlum di aim lcliih h11j11t clrngnn 

Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang bcrlaku. 
(2) Sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Pcraturan DaeraJ1 u11 , 

pcngaturnn lcbih lnnjul dil11kukn11 olch nupnli . 

. \ ., ... 

.. 

DAl3 VI 
KETENTUJ\N PENUTUP 

Pasal 13 
Pernturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangga.1 diw1dangkru1. 

Agar supaya sctiap or:111g dapat 111c11gctahuinya, 111cmcrintahka11 pc11gu11dan ga11 
Pcraturan Daerah ini dcng;,111 pcncmpatannya da.lmn Lcmbaran Dacrah Kalrnpatcn 
Banyumas. 
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